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Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan  

 

ABSTRAK 

Penelitian ini berkontribusi pada literatur audit sektor publik di Indonesia dengan 

mengeksplorasi penerapan vouching pada entitas Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD), yang masih jarang dibahas. Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi 

implementasi metode vouching oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) XYZ dalam 

mengaudit akun belanja Puskesmas A sebagai BLUD. Menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses vouching telah 

dilaksanakan sesuai standar audit, yaitu dengan menelusuri dokumen mulai dari 

perencanaan hingga pencatatan transaksi. Meskipun demikian, ditemukan beberapa 

kelemahan, antara lain dokumen pendukung yang tidak lengkap dan adanya 

penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya. Disimpulkan bahwa penerapan 

metode vouching cukup efektif dalam menilai kewajaran transaksi, namun 

efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas data dan kekuatan sistem pengendalian 

internal. 
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Account by KAP XYZ 
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Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program 

 

ABSTRACT 

This study extends the application of vouching to Badan Layanan Umum Daerah 

(BLUD) entities, a topic infrequently explored in Indonesian public sector audit 

literature. It aims to evaluate the implementation of the vouching method by the XYZ 

Public Accounting Firm in auditing the expenditure account of Puskesmas A, which 

operates as a BLUD. Employing a qualitative approach with a case study method, data 

was collected through interviews, observation, and documentation. The findings 

indicate that vouching procedures were conducted in accordance with audit standards, 

by tracing documents from planning to transaction recording. However, certain 

weaknesses were identified, such as incomplete documentation and instances of fund 

misuse. The application of the vouching method proved reasonably effective in 

assessing the fairness of transactions, but its efficacy remains contingent on data 

quality and the strength of internal controls. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Reformasi pengelolaan keuangan publik di Indonesia berfokus pada peningkatan 

transparansi dan akuntabilitas, salah satunya melalui pembentukan Badan Layanan 

Umum Daerah (BLUD). Skema BLUD memberikan fleksibilitas pendanaan signifikan 

bagi unit layanan publik seperti puskesmas, memungkinkan pemanfaatan langsung 

pendapatan operasional tanpa melalui prosedur penyetoran ke Rekening Kas Daerah, 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 dan Permendagri 

No. 79 Tahun 20188. Kebijakan ini juga sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 

17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menekankan pentingnya layanan kesehatan 

dasar yang terjangkau, bermutu, dan berkelanjutan bagi seluruh warga9. Namun, 

fleksibilitas ini menuntut sistem pengendalian internal yang kuat guna memastikan 

pengelolaan dana yang transparan dan akuntabel. 

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan di Indonesia memiliki peran yang 

penting dalam menyediakan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Puskesmas 

yang berstatus sebagai BLUD memiliki kewenangan khusus berdasarkan peraturan 

perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 

dengan status ini, puskesmas dapat langsung menggunakan pendapatan yang diperoleh 

untuk keperluan operasional tanpa harus menyetorkannya terlebih dahulu ke Rekening 

Kas Daerah. Puskesmas diberikan otonomi lebih dalam pengelolaan keuangan, 

memungkinkan mereka mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk 

meningkatkan pelayanan kesehatan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 17 

Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menekankan pentingnya pelayanan kesehatan 

yang terjangkau dan berkualitas (UU 17/2023, Pasal 48). Namun, fleksibilitas ini juga 

menuntut adanya sistem pengendalian internal yang kuat untuk memastikan bahwa 

pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diresmikan melalui PP 71/2010 sehingga 

seluruh entitas pelaporan wajib menyusun laporan akrual yang andal. Agar kewajaran   

laporan terjamin, diperlukan audit oleh pihak independen. Audit didefinisikan sebagai 

“proses pengumpulan dan evaluasi bukti atas informasi keuangan untuk menilai 

kesesuaian informasi dengan kriteria yang ditetapkan” (Arens et al., 2022). Prosedur‐

prosedur sistematis dalam audit memastikan transparansi pertanggungjawaban public.  

Prosedur audit adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh auditor untuk 

mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti audit. Salah satu prosedur yang 

digunakan untuk mendeteksi salah saji dalam laporan keuangan adalah vouching. 

Vouching adalah salah satu prosedur audit yang mencakup pemeriksaan terhadap 

dokumen-dokumen pendukung suatu transaksi atau data keuangan untuk menentukan 

kebenaran dan kewajaran atas transaksi yang telah dicatat dalam laporan keuangan 

melalui dokumen pendukung seperti faktur, kwitansi, dan bukti pendukung lainnya 

(Koerniawan, 2021). Prosedur ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa setiap 

transaksi sudah benar adanya, mendapatkan otorisasi yang tepat, dan benar dalam 

pembukuannya. 

Belanja adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk mendukung 

operasional dan pelayanan kesehatan (PMK 102/208). Akun belanja merupakan salah 

satu akun dalam laporan keuangan instansi pemerintah yang berisiko mengalami 

kesalahan pencatatan maupun potensi kecurangan, sehingga akun belanja menjadi 

fokus utama karena kompleksitas dan volume transaksinya yang tinggi. Oleh karena 

itu, diperlukan prosedur audit yang ketat, seperti vouching, untuk memastikan 

integritas laporan keuangan pada puskesmas A. Belanja dalam keuangan negara 

mencakup seluruh pengeluaran demi mendukung operasional dan pelayanan; secara 

resmi dikelompokkan menjadi belanja pegawai, belanja barang/jasa, dan belanja modal 

(PMK 102/PMK.02/2018). Pembagian ini penting karena setiap jenis belanja 

membawa risiko pencatatan dan pengawasan yang berbeda, sehingga perlu penerapan 

prosedur audit yang memadai seperti vouching, agar tidak terjadi salah saji atas laporan 

keuangan instansi pemerintah
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Belanja Puskesmas dibiayai oleh tiga pos utama—pendapatan BLUD, alokasi 

APBD, dan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) (Permenkes 43/2019). Ketiga 

sumber tersebut menuntut mekanisme pengawasan terpisah agar realisasi anggaran 

konsisten dengan rencana kerja dan sasaran pelayanan. Belanja yang menggunakan 

pendapatan BLUD dilakukan dengan cara kepala puskesmas dan bendahara menyusun 

rencana belanja yang nantinya akan diotorisasi oleh kepala puskesmas itu sendiri. 

Namun, dalam praktiknya, sering terjadi kendala dalam pengelolaan dan transparansi 

penggunaan dana tersebut, seperti kurangnya pengawasan, ketidaksesuaian antara 

perencanaan dan realisasi anggaran, serta potensi penyalahgunaan wewenang dalam 

proses otorisasi belanja.  

Penerapan vouching yang efektif memerlukan pemahaman mendalam mengenai 

operasional dan bisnis puskesmas. Auditor harus menguasai informasi mengenai 

sumber pendapatan, pola pengeluaran, serta regulasi yang mengatur operasional 

puskesmas BLUD. Hal ini membantu auditor untuk mengidentifikasi area yang 

memiliki risiko tinggi terhadap kesalahan atau kecurangan dan memfokuskan vouching 

pada area tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya memastikan akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan keuangan, audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) 

diperlukan guna memberikan opini independen terhadap laporan keuangan puskesmas 

BLUD, termasuk akun belanja, berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui 

prosedur audit yang tepat, seperti vouching. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Data akan dikumpulkan melalui wawancara dengan auditor KAP XYZ yang 

terlibat dalam proses vouching, serta melalui analisis dokumentasi seperti kertas kerja 

audit, laporan keuangan, dan dokumen pendukung transaksi belanja. Data yang 

terkumpul akan dianalisis secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai penerapan vouching atas akun belanja pada puskesmas A oleh 

KAP XYZ. 

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai prosedur audit dan 

penerapan vouching dalam entitas sektor publik maupun swasta, seperti yang dilakukan 
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oleh Ferdy Septiansyah Wardhana (2024) dalam penelitiannya "Analisis Penerapan 

Vouching Atas Akun Pendapatan Pada PT. X Oleh KAP XYZ", yang berfokus pada 

pemeriksaan akun pendapatan di sektor swasta. Penelitian lain oleh Dwi Selvi Amalia 

dan Munari (2024) berjudul "Urgensi Pelaksanaan Audit Vouching Atas Akun Beban 

Operasional", juga menyoroti pentingnya vouching dalam mendeteksi ketidaksesuaian 

pada akun beban operasional. Namun, kedua penelitian tersebut belum secara spesifik 

membahas prosedur vouching pada audit akun belanja di puskesmas sebagai BLUD 

oleh auditor eksternal. Kajian mengenai audit di unit layanan kesehatan tingkat pertama 

dengan pendekatan studi kasus oleh KAP masih terbatas, sehingga menunjukkan 

adanya gap penelitian yang relevan untuk ditelusuri lebih lanjut. 

Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengisi 

kekosongan literatur dengan menelaah secara mendalam bagaimana penerapan 

prosedur vouching dilakukan dalam praktik audit akun belanja pada puskesmas BLUD 

oleh auditor independen. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan 

pemahaman lebih mendalam mengenai prosedur vouching dalam dalam menjaga 

integritas laporan keuangan Puskesmas BLUD serta mendukung upaya peningkatan 

akuntabilitas dan transparansi di sektor layanan kesehatan publik. Oleh karena itu, 

penelitian ini mengusung judul “Penerapan Vouching Method dalam Mengaudit 

Akun Belanja Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas A oleh Kantor Akuntan 

Publik XYZ.” 

1.2    Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana penerapan prosedur vouching oleh KAP XYZ dalam mengaudit 

akun belanja pada BLUD Puskesmas A, serta sejauh mana prosedur tersebut dapat 

memastikan keakuratan, transparansi, dan akuntabilitas akun belanja. Penelitian ini 

juga akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan vouching dan 

memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas audit terhadap akun belanja 

di Puskesmas A. 
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1.3    Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian yang akan 

diambil sebagai berikut: 

1. Bagaimana prosedur vouching diterapkan dalam audit akun belanja di BLUD 

Puskesmas A? 

2. Apa saja kendala yang dihadapi auditor dalam pelaksanaan prosedur vouching 

saat mengaudit akun belanja di Puskesmas A? 

3. Seberapa efektif prosedur vouching dalam menjamin transparansi dan 

akuntabilitas akun belanja Puskesmas A? 

1.4    Tujuan Penelitian 

Berikut adalah tujuan yang perlu dicapai pada penelitian ini: 

1. Menganalisis penerapan prosedur vouching oleh KAP XYZ dalam mengaudit 

akun belanja pada Puskesmas A sebagai BLUD. 

2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan prosedur vouching 

pada audit akun belanja Puskesmas A. 

3. Mengevaluasi efektivitas prosedur vouching dalam memastikan transparansi 

dan akuntabilitas akun belanja Puskesmas A.  

1.5    Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun 

praktis. 

1.5.1 Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur 

mengenai penerapan prosedur vouching dalam audit keuangan sektor publik, 

khususnya pada BLUD seperti Puskesmas. 
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1.5.2 Manfaat praktis 

a. Bagi Auditor 

Diharapkan penelitian ini membantu auditor dalam memahami efektivitas 

prosedur vouching dalam audit akun belanja BLUD, khususnya di Puskesmas A. 

Dengan mengidentifikasi kendala yang dihadapi, auditor dapat mengembangkan 

strategi dan metode audit yang lebih efektif untuk meningkatkan keakuratan, 

transparansi, dan akuntabilitas laporan keuangan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam 

mengembangkan studi terkait audit sektor publik, khususnya mengenai penerapan 

vouching pada BLUD. Hasil penelitian ini juga membuka peluang untuk eksplorasi 

lebih lanjut mengenai teknik audit lainnya yang dapat meningkatkan efektivitas 

pengawasan keuangan di instansi pemerintah. 

1.6 Sistematika Penelitian Skripsi 

Sistematika penelitian skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yakni: 

BAB 1: PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah penelitian, 

pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi penulis dan peneliti 

selanjutnya, serta sistematika penelitian.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori yang digunakan untuk mendukung penelitian, 

penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini mencakup penjelasan terkait jenis penelitian, objek penelitian, metode 

pengambilan sampel, jenis dan sumber data penelitian, dan metode analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil temuan dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjtnya, 

dilakukan analisis terhadap masalah yang ditemukan untuk kemudian diambil 

kesimpulan dan saran terhadap isu yang dibahas dalam penelitian.  

BAB V: PENUTUP 

 Bab terakhir ini menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disertai 

saran kepada pembaca dan kepada peneliti selanjutnya.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1    Kesimpulan 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis penerapan prosedur 

vouching oleh KAP XYZ dalam mengaudit akun belanja Puskesmas A sebagai  BLUD, 

mengidentifikasi kendala yang dihadapi selama proses audit, serta mengevaluasi 

efektivitas prosedur vouching dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan belanja. Atas data yang telah dikumpulkan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Penerapan prosedur vouching oleh KAP XYZ telah sesuai dengan prinsip dan 

standar audit yang berlaku, khususnya Standar Audit (SA) 500 tentang bukti audit. 

Prosedur vouching digunakan untuk menelusuri nilai transaksi dari laporan 

keuangan ke dokumen pendukung seperti faktur, kwitansi, nota pembelian, dan 

berita acara serah terima barang. Hal ini membuktikan bahwa auditor telah 

melakukan proses verifikasi yang sistematis, guna memastikan bahwa setiap 

pengeluaran benar-benar terjadi dan didukung bukti yang sah. Namun, masih 

ditemukan kelemahan dalam dokumentasi perencanaan dan penganggaran yang 

menjadi dasar pelaksanaan belanja, serta ketidaksesuaian dalam tahapan 

pelaksanaan dan pencatatan akuntansi. Hal ini berpotensi menimbulkan 

ketidakefisienan penggunaan anggaran dan menurunkan tingkat akuntabilitas 

keuangan Puskesmas.  

2. Dalam pelaksanaan vouching, auditor menghadapi beberapa kendala administratif 

yang cukup signifikan, meskipun tidak bersifat material terhadap laporan 

keuangan. Kendala tersebut antara lain adalah dokumen pendukung yang belum 

lengkap, perbedaan tanggal antara dokumen satu dengan lainnya, serta kurangnya 

tanda tangan atau otorisasi dalam dokumen pembelanjaan. Penerapan pengendalian 
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internal yang tidak optimal juga menunjukkan adanya celah dalam aspek kepatuhan 

terhadap prinsip transparansi dan efektivitas. Temuan ini mengindikasikan 

perlunya peningkatan kapasitas SDM, pengawasan internal, serta sistem informasi 

manajemen yang mendukung kepatuhan dan keterpaduan antar unit kerja. 

3. Efektivitas prosedur vouching dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas 

masih dapat ditingkatkan. Meskipun prosedur ini mampu menelusuri alur transaksi 

secara sistematis, temuan menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi 

prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hal ini menandakan perlunya peningkatan 

sistem informasi manajemen, pengawasan internal yang lebih kuat, serta pelatihan 

bagi personel terkait pengelolaan dana BLUD agar audit dapat memberikan hasil 

yang lebih komprehensif dan bermanfaat bagi peningkatan tata kelola keuangan 

puskesmas. 

5.2    Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini memliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan, yaitu : 

1. Sumber data utama berasal dari dokumentasi dan wawancara, sehingga sangat 

tergantung pada ketersediaan dan keakuratan informasi yang diberikan 

narasumber, seperti auditor KAP XYZ dan pihak pengelola keuangan 

pukesmas. 

2. Keterbatasan data real-time pada sistem menghambat auditor dalam melakukan 

vouching tarhadap transaksi secara menyeluruh, terutama ketika ingin 

menelusuri keterkaitan antar dokumen secara kronologis. 

3. Penilaian sistem pengendalian internal dilakukan secara deskriptif, belum 

menggunakan pendekatan kuantitatif atau alat ukur khusus, sehingga belum 

memberikan hasil yang sepenuhnya objektif atau terukur. 

4. Tidak ada analisis lanjutan mengenai dampak kelemahan pengendalian internal 

terhadap kinerja keuangan atau risiko kecurangan, sehingga ruang untuk 

penelitian lebih mendalan masih terbuka lebar. 
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Keterbatasan dalam penelitian ini, terutama pada pendekatan kualitatif yang 

bersifat deskriptif dan tidak disertasi pengukuran numerik, membuka peluang bagi 

peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode kuantitatif. Dengan pendekatan 

kuantitatif, peneliti selanjutnya dapat mengukur efektifitas prosedur audit seperti 

vouching secara lebih objektif melalui data statistik dan indikator yang terukur, 

sehingga hasil yang diperoleh menjadi lebih komperhensif dan aplikatif bagi 

pengembangan audit sektor publik, khususnya pada entitas BLUD. 

5.3    Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar BLUD Puskesmas A meningkatkan 

kualitas dokumentasi atas proses belanja, khususnya dalam hal kelengkapan unsur 

administratif pada bukti transaksi, seperti pencantuman tanggal pada bukti pembayaran 

dan pemenuhan prosedur otorisasi. Selain itu, pengendalian internal perlu diperkuat 

melalui pelaksanaan prosedur verifikasi berlapis dan pencatatan transaksi secara tepat 

waktu dan akurat, guna meminimalisasi kesalahan dan kecurangan dalam pengelolaan 

anggaran belanja. 

Bagi KAP XYZ, disarankan menjalin komunikasi sebelum dilakukannya proses 

audit dengan Dinas Kesehatan sebagai pihak pembina teknis Puskesmas, agar tidak 

terjadi hambatan dalam pengumpulan dokumen pendukung audit, seperti Berita Acara 

Serah Terima (BAST) yang sering tertahan atau belum tersedia di Puskesmas. Kerja 

sama ini penting agar seluruh dokumen yang diperlukan dalam proses vouching dapat 

diperoleh secara tepat waktu dan lengkap, sehingga audit dapat berjalan lebih efisien 

dan hasilnya lebih akurat. 
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Lampiran 1. Contoh kertas kerja pemeriksaan 
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Lampiran 2. Surat keterangan wawancara auditor KAP XYZ 
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Pertanyaan Wawancara 

No Pertanyaan Jawaban 

1 

 

Bagaimana tahapan vouching 

dilakukan dalam proses audit akun 

belanja?  

Proses vouching dimulai dari pemilihan 

sampel transaksi akun belanja berdasarkan 

materialitas dan risiko, lalu auditor meminta 

dokumen pendukung dari klien seperti 

faktur, bukti bayar, dan berita acara. Setelah 

itu, auditor mencocokkan dokumen dengan 

pencatatan di laporan keuangan. 

2 

 

Apa saja temuan utama dari proses 

vouching atas akun belanja sumber 

dana BLUD di Puskesmas A? 

 

Temuan utama dari proses vouching 

meliputi beberapa kelemahan administratif, 

seperti bukti pembayaran yang tidak 

mencantumkan tanggal dan kurangnya 

rincian dalam dokumen pengadaan. Selain 

itu, ditemukan satu kasus penggunaan dana 

BLUD untuk belanja modal yang 

seharusnya dibiayai dari APBD. Meskipun 

tidak menyebabkan salah saji material, hal 

ini menunjukkan perlunya penguatan 

sistem pengendalian internal dan koordinasi 

dalam pengelolaan sumber dana. 

3 Apa saja dokumen yang biasanya 

diperiksa dalam proses vouching 

terhadap akun belanja? 

 

Dokumen yang kami periksa meliputi 

faktur pembelian, surat pesanan, kontrak 

(jika ada), berita acara serah terima barang, 

dan bukti pembayaran. Semua dokumen ini 

harus konsisten dengan pencatatan 

keuangan dan kode akun yang digunakan. 
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4 Bagaimana auditor menindaklanjuti 

jika ditemukan ketidaksesuaian 

dalam dokumen vouching? 

Jika ada ketidaksesuaian, kami klarifikasi 

langsung ke pengelola keuangan. Bila 

perlu, kami gunakan prosedur alternatif 

seperti konfirmasi ke pihak ketiga. Temuan 

dicatat dalam kertas kerja audit dan 

disampaikan dalam manajemen letter 

sebagai bahan rekomendasi. 

5 

 

Apakah metode vouching ini 

mendukung penguatan prinsip 

akuntabilitas dalam BLUD? 

Sangat mendukung. Vouching memastikan 

bahwa setiap dana yang digunakan bisa 

dipertanggungjawabkan. Karena BLUD 

memiliki fleksibilitas keuangan, vouching 

membantu menjaga akuntabilitas dan 

transparansi pengelolaan dana publik. 

 


